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iv 
 

5. Hj.Sukmawati, S.E., selaku Kepala Subbagian Tata Usaha; 

6. Robinson Sinaga, S.E., S.Komp., selaku Kepala Subbidang 

Penyelesaian Pengurangan, Keberatan, dan Banding (PKB) dan 

Muhammad Effendi, S.Sos. serta Okky Shabrina, S.STP., selaku 

anggota Subbidang PKB; 

7. Seluruh karyawan SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PKL 

Mahasiswa merupakan masyarakat intelektual dan generasi penerus yang 

diharapkan dapat membawa perubahan baik bagi suatu bangsa. Bukan hanya 

menguasai ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh selama kuliah, mahasiswa 

dituntut untuk menjadi seorang yang profesional, memiliki keterampilan dalam 

menggunakan teknologi, etos kerja yang tinggi, kemampuan beradaptasi, serta 

mental yang kuat agar dapat bersaing di dunia kerja.  

Disamping itu, menurut Fachreza (2017:2), penyerapan tenaga kerja dan 

pengangguran merupakan masalah yang sangat sulit ditangani oleh pemerintah di 

era globalisasi ini. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan 

perluasan lapangan pekerjaan dan kualitas individu juga merupakan masalah yang 

cukup besar yang dapat menyebabkan tingkat pengangguran meningkat. 

Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2018 didominasi oleh penduduk 

bekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) sebanyak 75,99 juta orang atau 

59,80 persen. Sementara tenaga kerja lulusan universitas yang terserap hanya 

sebesar 11,71 juta orang atau 9,22 persen. Kemudian, pada rentang waktu Agustus 

2017 sampai Februari 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan 

universitas mengalami kenaikan sebesar 1,13 persen, yaitu dari 5,18 persen 

menjadi 6,31 persen (Badan Pusat Statistik, 2018).  
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Data tersebut menunjukkan bahwa menjadi lulusan universitas yang dinilai 

mampu dan layak untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jurusan maupun 

bidang yang ditekuni bukan suatu hal yang mudah. Tidak semua lulusan 

universitas mampu untuk memenuhi apa yang diharapkan oleh penyedia kerja. 

Memiliki kecerdasan intelektual berkaitan dengan teori-teori yang dipelajari di 

dalam kelas, ternyata tidak cukup jika tidak diimbangi dengan kemampuan 

pengimplementasiannya. Mengingat persaingan di dunia kerja sangat ketat, 

mahasiswa harus dapat melatih dirinya bukan hanya untuk menjadi individu yang 

unggul dalam hal akademik, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjadi 

individu yang siap menghadapi dunia kerja.  

Dunia kerja tentu berbeda dengan dunia perkuliahan. Di dunia perkuliahan, 

mahasiswa hanya dibekali dengan ilmu-ilmu teoritis. Sementara di dunia kerja, 

terdapat tuntutan-tuntutan lain yang harus dihadapi. Kepribadian, keterampilan, 

kemampuan bekerja sama, dan kemampuan membaca situasi serta mengambil 

keputusan, merupakan beberapa hal selain pengetahuan yang dapat menjadi tolak 

ukur kesiapan seseorang untuk bersaing dan bertahan di dunia kerja. 

Oleh karena itu, dalam rangka mempersiapkan lulusan-lulusan terbaiknya, 

Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi S1 Akuntansi menerapkan 

suatu program yaitu Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang harus diikuti oleh para 

mahasiswa. Program ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui gambaran 

dunia kerja yang sesungguhnya. PKL pun menjadi salah satu syarat kelulusan bagi 

mahasiswa Fakultas Ekonomi, termasuk Program Studi S1 Akuntansi. 
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Sebagai mahasiswa S1 Akuntansi, praktikan berkewajiban untuk 

melaksanakan program PKL tersebut. Ketertarikan praktikan di bidang 

perpajakan, membuat praktikan memilih Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

(SBPRD) Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu 

sebagai tempat praktikan melaksanakan PKL. 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

Program PKL merupakan salah satu upaya dari Universitas Negeri Jakarta, 

khususnya program studi S1 Akuntansi dalam rangka mempersiapkan mahasiswa 

dalam menghadapi dunia kerja.  

 Adapun maksud dari pelaksanaan PKL, yaitu: 

1. Menyelesaikan mata kuliah PKL sebagai persyaratan kelulusan mahasiswa 

Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

2. Mempelajari secara langsung sistem kerja suatu instansi yang berwenang 

untuk mengurusi pajak daerah. 

3. Mempelajari sikap-sikap yang harus dimiliki untuk dapat bertahan dan 

bersaing di dunia kerja, seperti disiplin, tanggung jawab, terampil, dan 

profesional. 

4. Mempelajari cara untuk tetap dapat melakukan pekerjaan dengan tenang dan 

fokus meskipun sedang berada dibawah tekanan.  

5. Mengimplementasikan teori-teori yang sudah praktikan pelajari di bangku 

perkuliahan, khususnya tentang perpajakan daerah. 
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 Sedangkan tujuan dari pelaksanaan PKL, yaitu: 

1. Memperoleh pengetahuan tentang suatu bidang kerja yang berkaitan dengan 

perpajakan daerah. 

2. Memperoleh gambaran mengenai sistem kerja dari instansi yang berwenang 

untuk mengurusi pajak daerah. 

3. Memperoleh kemampuan membaca situasi dan mengambil keputusan pada 

saat melakukan suatu pekerjaan.  

4. Memperoleh kemampuan bekerja dibawah tekanan. 

5. Memperoleh pengetahuan mengenai pengimplementasian teori-teori yang 

sudah praktikan pelajari di bangku kuliah. 

 

C. Kegunaan PKL 

PKL memberikan beberapa kegunaan, baik bagi praktikan, Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta, dan tempat praktikan melaksanakan PKL, yaitu Suku 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (SBPRD) Kota Administrasi Jakarta Utara dan 

Kabupaten Kepulauan Seribu. 

Adapun kegunaan-kegunaan tersebut, diantaranya: 

1. Bagi Praktikan 

a. Memberikan gambaran kepada praktikan terkait dengan kondisi dan 

tantangan pada dunia kerja. 

b. Sarana praktikan dalam mengimplementasikan teori yang telah diperoleh 

diperkuliahan. 
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c. Melatih praktikan untuk lebih bertanggung jawab, disiplin, profesional, 

dan memiliki etos kerja yang tinggi serta memiliki kemampuan untuk 

bekerja dibawah tekanan. 

d. Menambah wawasan dan pengalaman praktikan agar lebih siap bersaing 

di dunia kerja. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Membangun hubungan baik antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta dengan tempat pelaksanaan PKL. 

b. Menyiapkan lulusan-lulusan terbaik yang terlatih dan mampu bersaing di 

dunia kerja. 

c. Bahan evaluasi untuk menyempurnakan program pendidikan di 

Universitas Negeri Jakarta dalam rangka menghasilkan tenaga kerja yang 

profesional serta terampil sesuai dengan kebutuhan instansi/perusahaan. 

d. Membuka peluang bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi kedepannya untuk 

melaksanakan PKL di tempat yang sama. 

3. Bagi SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten 

Kepulauan Seribu 

a. Realisasi program instansi yang memberikan kesempatan bagi 

mahasiswa untuk melaksanakan PKL. 

b. Membantu kegiatan operasional instansi sehingga pekerjaan dapat selesai 

lebih cepat. 

c. Membangun hubungan baik antara instansi dan Universitas Negeri 

Jakarta. 
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d. Dapat ikut serta menyiapkan tenaga kerja terdidik yang siap menghadapi 

tantangan di dunia kerja. 

 

D. Tempat PKL 

Praktikan melaksanakan PKL di instansi yang bertugas mengurusi pajak 

daerah. Berikut merupakan data tempat praktikan melaksanakan PKL: 

tempat : Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (SBPRD) Kota 

..Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan      

..Seribu 

alamat : Kantor Walikota Jakarta Utara Blok R Lantai Dasar, Jalan 

..Yos Sudarso Nomor 27 – 29 Jakarta Utara 

telepon/faks  : (021) 4358788 

e-mail   : sbprd.utara@gmail.com  

Praktikan memilih melaksanakan PKL di Suku Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah (SBPRD) Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan 

Seribu karena praktikan ingin mengetahui lebih spesifik mengenai sistem kerja 

instansi yang bertugas mengurusi pajak daerah. Selain itu, SBPRD Kota 

Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan kantor 

pelayanan BPRD Provinsi DKI Jakarta yang letaknya paling dekat dengan rumah 

praktikan. 

 

E. Jadwal Waktu PKL 

Selama melaksanakan PKL, praktikan melalui beberapa tahap, diantaranya: 

 

mailto:sbprd.utara@gmail.com
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1. Tahap Persiapan 

Beberapa bulan sebelum melaksanakan PKL, praktikan mencari 

informasi terkait perusahaan atau instansi apa saja yang menerima mahasiswa 

PKL. Awalnya praktikan mendatangi beberapa perusahaan untuk mengajukan 

permohonan PKL. Tetapi sampai dua minggu sebelum PKL, praktikan belum 

juga mendapatkan jawaban dari perusahaan-perusahaan tersebut. 

Praktikan mulai mencari informasi berkaitan dengan instansi 

pemerintahan yang letaknya dekat dengan letak rumah praktikan. Akhirnya, 

praktikan mendapatkan informasi dari instansi pemerintah yang mengurus 

perpajakan daerah yang menerima mahasiswa PKL. Kemudian, praktikan 

mengurus surat permohonan pelaksanaan PKL di Biro Akademik dan 

Hubungan Masyarakat (Bakhum), sebagaimana terlampir pada Lampiran 1. 

Kemudian, praktikan mengajukan surat permohonan PKL tersebut ke Badan 

Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di 

Jalan Abdul Muis Nomor 66 Jakarta Pusat.  

Sesampainya di kantor BPRD, praktikan diberi berkesempatan untuk 

memilih dimana praktikan ingin ditempatkan. Lalu praktikan memilih Suku 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (SBPRD) Kota Administrasi Jakarta Utara 

dan Kabupaten Kepulauan Seribu karena letaknya lebih dekat dengan letak 

rumah praktikan dibandingkan dengan kantor pelayanan BPRD yang lain. 

Setelah itu, pegawai BPRD melakukan pengecekan apakah di kantor 

pelayanan yang praktikan pilih sudah terdapat siswa/mahasiswa PKL atau 

belum. Dan ternyata pada jadwal yang praktikan ajukan, belum ada 

siswa/mahasiswa lain yang mengajukan PKL.  
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Praktikan diinformasikan untuk kembali lagi ke kantor BPRD tiga hari 

kemudian untuk mengambil surat yang akan praktikan berikan ke Kepala 

SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu 

sebagai pengantar dan pemberitahuan dari BPRD bahwa praktikan akan 

melakukan PKL disana. Surat tersebut terdapat pada Lampiran 2. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Praktikan melaksanakan PKL di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu selama 42 

hari kerja, yaitu dari tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan 16 September 2018. 

Praktikan melaksanakan PKL dari hari Senin – Jumat pukul 08.00 – 17.00 

WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB. Adapun surat 

keterangan PKL praktikan terdapat pada Lampiran 3 dan daftar hadir PKL 

praktikan pada Lampiran 4. 

3. Tahap Pelaporan 

Praktikan mulai menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

dan bukti bahwa praktikan telah melaksanakan PKL. Praktikan 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan pekerjaan praktikan dan meminta 

izin kepada pihak kantor untuk menjadikan data tersebut sebagai bahan 

laporan praktikan. Dalam menyusun laporan, praktikan dibantu oleh pihak 

SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. 

Selain itu, praktikan juga dibimbing oleh dosen pembimbing. Adapun kartu 

konsultasi bimbingan PKL terdapat pada Lampiran 19. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

A. Sejarah Instansi 

Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya menganut sistem daerah 

otonom, dimana setiap daerah diberi kewenangan untuk mengurus daerahnya 

masing-masing. Oleh karena itu pemerintah daerah bertanggung jawab untuk 

memenuhi kepentingan masyarakat. Begitu juga dalam urusan pengelolaan pajak. 

Pengelolaan pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Yang bertugas 

mengurusi pajak pusat adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan yang bertugas 

mengurusi pajak daerah, kini dikenal sebagai Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

(BPRD). 

Setiap instansi tentu mengalami perkembangan agar instansi tersebut dapat 

terus berproses menjadi lebih baik. Untuk BPRD sendiri, sejarah perkembangan 

instansi belum terdokumentasi dan terpublikasi dengan baik pada website BPRD. 

Oleh karena itu, praktikan mencari dan mengolah informasi dari berbagai sumber 

seperti dari SBPRD secara langsung dan dari internet untuk mengetahui sejarah 

perkembangan BPRD. Sebelum bernama BPRD Provinsi DKI Jakarta, instansi ini 

telah mengalami perubahan, baik dari segi nama, struktur organisasi, maupun tata 

kerjanya. Berdasarkan Surat Keputusan Daerah Perwakilan Kota Sementara 

Djakarta No. 18/D.K (Lembaran Kota 1952 No. 27), instansi yang berkewenangan 

untuk menangani pendapatan atau perpajakan daerah telah dibentuk sejak tanggal 

11 September 1952 dengan Nama Suku Bagian Padjak (1952 – 1955). Pada 
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Lembaran Kotapradja Djakarta Raja No. 6 Tahun 1958 maupun Peraturan Pajak 

Kendaraan Alat Pengangkutan Djakarta Raja 1958 (Lembar Kotapradja Djakarta 

Radja No. 23 Tahun 1959), Suku Bagian Pajak berubah menjadi Bagian Padjak 

(24 Juli 1956 – 1965). Kemudian berdasarkan Surat Keputusan No. B. 

6/6/52/1966 tanggal 22 Juni 1966 tentang Bagan Organisasi Sekretariat Daerah, 

Pembagian Tugas dan Wewenang Unsur-unsur Aparatur, nama Bagian Padjak 

berubah menjadi Urusan Pendapatan Daerah dan Padjak (1966 – 1967).  

Dalam rangka pengembangan dekonsentrasi pemungutan pajak ke unit-unit 

pelaksana di wilayah tingkat kota, pada tanggal 3 September 1968, ditetapkan 

Surat Keputusan Gubernur DKI Djakarta Nomor Ib.3/2/48/1968 tentang 

perubahan nama dari yang sebelumnya Urusan Pendapatan Daerah dan Padjak 

menjadi Dinas Padjak dan Pendapatan DKI Jakarta (1968 – 1974). Kemudian 

pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. B.VII-774/A/1/1975 tanggal 20 

Februari 1975 tentang Perubahan Status dan Susunan Organisasi Dinas Padjak 

dan Pendapatan Daerah kembali mengalami perubahan menjadi Kantor Pajak dan 

Pendapatan DKI Jakarta (1975 – 1976). 

Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor B.VII 5651/a/1976 

tanggal 01 Juli 1976 kembali mengalami perubahan nama menjadi Dinas Padjak 

DKI Jakarta (1976 – 1982). Selanjutnya, berdasarkan Instruksi Gubernur DKI 

Jakarta No. 890 Tahun 1981, berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah DKI 

Jakarta (1983 – 2008). Kemudian, mengalami perubahan menjadi Dinas 

Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam 

Peraturan Daerah No. 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 
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Sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 10 tahun 2008, 

Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 34 tahun 2009 tentang 

organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.  

Pada perkembangan selanjutnya, dengan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah 

No. 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah DKI 

Jakarta maka Dinas Pelayanan Pajak berubah nama dan fungsinya menjadi Badan 

Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD). Adapun tujuannya agar instansi ini lebih 

fokus mengelola pendapatan daerah dari segi pajak dan retribusi daerah. 

Secara ringkas, perkembangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi 

DKI Jakarta disajikan dalam tabel berikut:  

Tabel II.1 

Perkembangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta 

 

Periode Nama Instansi 

1952 – 1955 Suku Bagian Padjak 

1956 – 1965 Bagian Padjak 

1966 – 1967 Urusan Pendapatan Daerah dan Padjak 

1968 – 1974 Dinas Padjak dan Pendapatan DKI Djakarta 

1975 – 1976 Kantor Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta 

1976 – 1982 Dinas Padjak DKI Jakarta 

1983 – 2008 Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta 

2009 – 2015 Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta 

2016 – sekarang Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta 
Sumber: data diolah oleh penulis 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) saat ini memiliki tiga lokasi 

pelayanan, yaitu Suku Badan, Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, dan 

Unit yang melayani Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (Samsat). Tempat praktikan melaksanakan PKL, yaitu Suku Badan 

tentu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan BPRD. Pada saat 
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masih bernama Dinas Pendapatan Daerah, SBPRD awalnya bernama suku dinas, 

yang terbagi menjadi: 

1. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I. 

2. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat II. 

3. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan I. 

4. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan II. 

5. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat I. 

6. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat II. 

7. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Timur. 

8. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara I. 

9. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara II. 

Kemudian, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014 

tanggal 12 September 2014, Suku Dinas Pendapatan Daerah berubah kembali 

susunannya menjadi: 

1. Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat. 

2. Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Selatan. 

3. Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat. 

4. Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Timur. 

5. Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Utara. 

 Dan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 262 tahun 2016 tanggal 29 

Desember 2016, Suku Dinas berubah menjadi Suku Badan dengan susunan 

sebagai berikut: 

1. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat. 
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2. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat. 

3. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan 

Kabupaten Kepulauan Seribu. 

4. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan. 

5. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur.  

Selain pada tingkat kota, terdapat pula unit pelaksanaan teknis BPRD tingkat 

kecamatan. Unit tersebut awalnya bernama Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD). 

Kemudian berubah menjadi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 

(UPPRD).  

Awalnya, UPPD dan Suku Dinas Pelayanan Pajak berfungsi sebagai unit 

pelayanan pajak untuk wajib pajak secara langsung, Namun sejak 

diberlakukannya peraturan mengenai UPPRD, maka SBPRD yang terdapat pada 

lima wilayah kota tidak lagi melakukan pelayanan untuk Wajib Pajak secara 

langsung. SBPRD hanya akan melayani pajak dalam hal penilaian, pemeriksaan, 

dan pengawasan; penetapan dan penagihan; pengurangan, keberatan, dan banding 

untuk semua jenis pajak yang berada di lima wilayah kota tersebut. 

Ketika sebuah organisasi atau  instansi didirikan, maka terdapat tujuan yang 

hendak dicapai. Tujuan tersebut dirumuskan dalam bentuk visi dan cara 

mewujudkan tujuan tersebut dijabarkan dalam bentuk misi. Adapun visi dan misi 

dari SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu 

adalah sebagai berikut 

1. Visi 

   Visi yang merupakan tujuan utama SBPRD adalah: 
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    “Pelayanan yang Profesional Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak 

Daerah di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi 

Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu” 

  Dalam melaksanakan pemungutan pajak, khususnya pajak daerah, 

pelayanan yang profesional sangatlah penting. Karena jika pelayanannya 

baik, maka Wajib Pajak akan merasa nyaman untuk menjalankan kewajiban 

perpajakan. Hal ini akan berdampak pada optimalnya penerimaan pajak 

daerah. 

2. Misi 

SBPRD memiliki beberapa misi dalam rangka mencapai tujuan utama, 

diantaranya: 

a. Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif. 

b. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan 

melaksanakan penyuluhan peraturan pajak daerah serta menyelesaikan 

permasalahan hukum pajak daerah. 

c. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan 

pajak daerah. 

d. Mengembangkan kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana 

perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan anggaran 

dan program dinas. 

e. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan 

pelayanan pajak daerah. 

f. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah. 
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B. Struktur Organisasi 

Dalam suatu organisasi, struktur organisasi merupakan salah satu hal yang 

penting. Selain menggambarkan hubungan setiap bagian, struktur organisasi juga 

dapat memperjelas tingkatan dalam hal tanggung jawab dalam suatu organisasi.  

SBPRD merupakan salah satu unit kerja yang menjadi bagian dalam struktur 

organisasi BPRD. Struktur organisasi BPRD Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat 

pada Lampiran 7. Sementara struktur oganisasi dari SBPRD Kota Administrasi 

Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu berdasarkan Pergub No. 262 Tahun 2016 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar II.1: Struktur Organisasi SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara 

dan Kabupaten Kepulauan Seribu. 
Sumber: data diperoleh dari SBPRD dan dibuat kembali oleh praktikan 
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Adapun tugas dari susunan organisasi yang terdapat di Suku Badan Pajak dan 

Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara:` 

1. Kepala Suku Badan, mempunyai tugas: 

a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku 

Badan. 

b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, subbidang. 

c. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat 

daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan 

tugas dan fungsi Suku Badan. 

d. Mengoordinasikan pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah 

pada unit pelaksana teknis dalam lingkup kota administrasi/kabupaten 

administrasi. 

e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksaan tugas dan fungsi 

Suku Badan. 

2. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas: 

a. Menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja, dan anggatan Suku 

Badan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

c. Melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan 

rencana strategis, serta dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan 

d. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan 

ketatausahaan Suku Badan. 
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e. Melaksanakan pengelolaan kearsipan Suku Badan. 

f. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban gedung 

kantor Suku Badan. 

g. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor 

Suku Badan. 

h. Mengusulkan kebutuhan prasarana, sarana, perangkat keras, perangkat 

lunak serta jaringan data dan komunikasi. 

i. Melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan Suku Badan  

j. Melaksanakan upacara dan pengaturan acara Suku Badan.  

k. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 

anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

l. Mengoordinasikan penyusuanan laporan kegiata, keuangan, kinerja dan 

akuntabilitas Suku Badan. 

m.  Melaporkan dan mempertanggungjaabkan pelaksanaan tugas Subbagian 

Tata Usaha. 

3. Subbidang Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas: 

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku 

Badan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

c. Membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang 

d. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah sesuai dengan 

kewenangannya. 
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e. Melaksanakan penelitian dan analisis data dan kelengkapan dokumen 

wajib pajak yang akan dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa. 

f. Melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa. 

g. Mengoordinasikan laporan piutang pajak daerah dalam lingkup Koya 

Administrasi Jakarta Utara. 

h. Menyusun daftar dan mengusulkan penghapusan piutang yang tidak 

dapat ditagih dan kadaluarsa. 

i. Memproses pengajuan permohonan angsuran, penundaan, pembayaran, 

pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau pemindahbukuan sesuai 

dengan kewenangannya. 

j. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penagihan 

pajak. 

k. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemungutan pajak 

daerah yang terkait dengan tugas Subbidang Penetapan dan Penagihan. 

l. Menyiapkan bahan laporan Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota 

Administrasi Jakarta Utara terkait dengan Subbidang Penetapan dan 

Penagihan. 

m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas 

Subbidang Penetapan dan Penagihan. 

4. Subbidang Penilaian, Pemeriksaan, dan Pengawasan mempunyai tugas: 

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana dan anggaran Suku 

Badan sesuai dengan lingkup tugasnya. 
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b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

Suku Badan sesuai denga lingkup tugasnya. 

c. Melaksanakan penilaian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah. 

d. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka kegiatan penilaian 

objek pajak daerah sesuai kewenangannya. 

e. Melakukan analisis Nilai Indikasi Rata-rata dan Nilai Jual Objek Pajak. 

f. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Pemeriksaan dan Penilaian 

Tahunan (RKPPT) pajak daerah. 

g. Melaksanakan pemeriksaan subjek dan objek pajak daerah berdasarkan 

pengawasan, usulan dan/atau informasi lainnya. 

h. Menerima pelayanan pendaftaran, legalisasi karcis/tanda masuk objek 

pajak daerah yang bersifat insidental. 

i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pajak daerah yang terkait 

dengan tugas subbidang Penilaian, Pemeriksaan, dan Pengawasan. 

j. Menyiapkan bahan laporan Suku Badan terkait dengan tugas Subbidang 

Penilaian, Pemeriksaan, dan Pengawasan. 

5. Subbidang Penyelesaian, Pengurangan, Keberatan, dan Banding mempunyai 

tugas: 

a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku 

Badan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya. 
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c. Melaksanakan penyelesaian, pembetulan Surat Keputusan, pengurangan 

atau pembatalan ketetapan yang tidak benar, pengurangan ketetapan, 

penghapusan atau pengurangan sanksi adminsitrasi, keringanan, 

permohonan, keberatan pajak daerah, banding dan gugatan di Pengadilan 

Pajak. 

d. Melaksanakan penyusunan dan pengadministrasian konsep uraian 

penelitian dan Surat Keputusan, pembetulan Surat Keputusan, banding 

dari jawaban gugatan, pengurangan atau pembatalan ketetapan uang tidak 

benar, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi 

administrasi, keringanan dan keberatan pajak daerah. 

e. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep memori/kontra memori 

peninjauan kembali atas putusan banding. 

f. Mengelola penugasan untuk menghadiri sidang di Pengadian Pajak. 

g. Melaksanakan penyimpanan dokumen penanganan banding dan gugatan. 

h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan 

tugas Subbidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan dan Banding. 

i. Menyiapkan bahan laporan Suku Badan terkait dengan tugas Subbidang 

Penyelesaian Pengurangan, Keberatan, dan Banding. 

j. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan 

fungsi Subbidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan, dan Banding. 

 

C. Kegiatan Umum Instansi 

Kegiatan atau tugas utama SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan 

Kabupaten Kepulauan Seribu adalah melayani pajak dalam hal penilaian, 
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pemeriksaan, dan pengawasan; penetapan dan penagihan; pengurangan, 

keberatan, dan banding untuk semua jenis pajak di wilayah Jakarta Utara dan 

Kabupaten Kepulauan Seribu. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI 

Jakarta No. 262 tahun 2016, tercantum rincian tugas dan fungsi SBPRD, yaitu 

melakukan: 

1. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku 

Badan. 

2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku 

Badan. 

3. Penilaian, pengawasan, dan pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak 

daerah. 

4. Penyelesaian permohonan pembetulan, pengurangan, penghapusan, 

keringanan, dan keberatan pajak daerah. 

5. Pelayanan banding, gugatan, dan peninjauan kembali pajak daerah. 

6. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah pada lingkup Kota 

Administrasi/Kabupaten Administrasi 

7. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman, dan standar teknis operasional 

pemungutan pajak daerah Suku Badan. 

8. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Badan. 

9. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan. 

10. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Badan. 

11. Penatausahaan, penggunaan pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan 

sarana kerja Suku Badan. 
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12. Penyiapan bahan laporan badan yang terkait dengan tugas dan fungsi Suku 

Badan. 

13. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku 

Badan. 

Pajak daerah merupakan pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh 

masyarakat suatu daerah kepada pemerintah daerah, yang kemudian akan 

digunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Adapun jenis pajak daerah 

yang menjadi wewenang SBPRD, yaitu: 

1. Pajak Penerangan Jalan 

2. Pajak Hotel 

3. Pajak Restoran 

4. Pajak Hiburan 

5. Pajak Parkir 

6. Pajak Reklame 

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja 

Pada awal pelaksanaan PKL di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

(SBPRD) Kota Administrasi Jakarta Utara, praktikan dijadwalkan ditempatkan 

bergantian pada seluruh subbidang dan subbagian, diantaranya Subbidang 

Penetapan dan Penagihan, Subbidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan, dan 

Banding, Subbidang Penilaian, Pemeriksaan, dan Pengawasan, serta Subbagian 

Tata Usaha. Pergantian dijadwalkan setiap dua minggu sekali, namun praktikan 

diberi arahan oleh pegawai bahwa jadwal tersebut tidak terlalu mengikat, artinya 

disesuaikan dengan kondisi.  

Dalam pelaksanaannya, praktikan hanya melakukan pekerjaan di Subbidang 

Penyelesaian Pengurangan Keberatan dan Banding (PKB) dan Subbagian Tata 

Usaha. Dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 262 tahun 2016, 

tercantum salah satu tugas umum Subbidang PKB yaitu melaksanakan 

penyelesaian, pembetulan Surat Keputusan, pengurangan atau pembatalan 

ketetapan yang tidak benar, pengurangan ketetapan, penghapusan atau 

pengurangan sanksi administrasi, keringanan, permohonan, keberatan pajak 

daerah, banding dan gugatan di Pengadilan Pajak. Sementara salah satu tugas 

umum dari Subbagian Tata Usaha adalah melaksanakan pengelolaan pengarsipan 

Suku Badan. Selama praktikan melaksanakan PKL, praktikan mengerjakan 

pekerjaan yang berkaitan dengan kedua tugas umum tersebut 
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Adapun pekerjaan yang praktikan kerjakan selama PKL pada Subbidang 

PKB, yaitu: 

1. Memproses berkas permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB-P2) Wajib Pajak Orang Pribadi dari 7 kecamatan di Jakarta Utara tahun 

2018. 

2. Memproses berkas permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB-P2) Wajib Pajak Daerah Badan dari 3 kecamatan di Jakarta Utara tahun 

2018. 

Sementara pada Subbagian Tata Usaha, pekerjaan yang praktikan kerjakan, 

yaitu: 

1. Mengarsipkan surat-surat SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan 

Kabupaten Kepulauan Seribu 

 

B. Pelaksanaan Kerja 

Dalam melaksanakan PKL, praktikan dibimbing oleh beberapa pegawai 

SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Pada 

Subbagian PKB, praktikan dibimbing oleh Pak Robinson, Pak Effendi, dan Bu 

Okky. Sementara pada Subbagian Tata Usaha, praktikan dibimbing oleh Ibu 

Sukmawati, Ibu Tini, dan Bapak Arief. Berikut rincian pekerjaan yang praktikan 

kerjakan selama PKL: 
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1. Memproses berkas permohonan pengurangan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB-P2) Wajib Pajak Orang Pribadi dari 7 kecamatan di 

Jakarta Utara 

Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), PBB-

P2 adalah pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan 

perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.  

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 adalah surat yang 

digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan sektor 

perkotaan dan perdesaan yang terutang kepada Wajib pajak. Pada tahun 2018, 

BPRD Provinsi DKI Jakarta mendistribusikan SPPT PBB-P2 pada bulan 

Maret 2018 ke setiap kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Wajib Pajak dapat 

mengambil sendiri SPPT PBB-P2 di kelurahannya masing-masing. Adapun 

batas akhir pembayaran PBB-P2 DKI Jakarta adalah pada tanggal 14 

September 2018. 

Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan berhak untuk mengajukan 

permohonan pengurangan atas PBB-P2 yang tercantum pada SPPT PBB-P2. 

Syarat dan ketentuan pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2 tercantum 

dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 211 Tahun 2012. 

Salah satu persyaratannya adalah berkas permohonan  pengurangan diajukan 

tidak lebih dari 3 (tiga) bulan setelah Wajib Pajak menerima SPPT PBB-P2. 
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Jadwal pelaksanaan PKL praktikan bersamaan dengan masuknya berkas 

permohonan pengurangan PBB-P2 ke SBPRD Kota Administrasi Jakarta 

Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Permohonan ini berasal dari 

Kecamatan Koja, Tanjung Priok, Kelapa Gading, Cilincing, Pademangan, 

Penjaringan, dan Kepulauan Seribu. Adapun bagan yang menggambarkan 

tahapan yang praktikan lakukan untuk memproses berkas permohonan 

pengurangan PBB-P2 Orang Pribadi adalah sebagai berikut: 

 

Gambar III.1: Tahapan Dalam Memproses Permohonan Pengurangan 

PBB-P2 Orang Pribadi. 
Sumber: data diolah oleh praktikan 

 

Rincian dari masing-masing tahapan, diantaranya: 

a. Menginput data Wajib Pajak ke dalam microsoft excel 

Wajib Pajak menyerahkan berkas permohonan pengurangan PBB-P2 

Orang Pribadi ke Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) 

yang ada di masing-masing kecamatan. Kemudian, UPPRD menyerahkan 

berkas ke Suku Badan. Berkas tersebut terdiri dari: 

1. Penelitian Formal dan Material. 

2. Lembar nomor pelayanan. 

3. Surat permohonan pengurangan PBB-P2. 
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4. Surat pernyataan besaran penghasilan per bulan. 

5. SPPT PBB-P2 2018 dan bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya 

(2017). 

6. Fotokopi KTP Wajib Pajak. 

7. Fotokopi Kartu Keluarga. 

8. Surat pernyataan kurang mampu (ditulis oleh Wajib Pajak). 

9. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan. 

10. Fotokopi rekening listrik, air, dan telepon. 

11. Dokumen lainnya (sertifikat tanah). 

 Tahap awal yang dilakukan praktikan untuk memproses 

pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak Orang Pribadi adalah dengan 

menginput data Wajib Pajak yang dapat dilihat di berkas permohonan. 

Praktikan mengisi beberapa kolom yang telah tersedia di microsoft excel 

sebagaimana terlampir pada Lampiran 8. 

 

b. Membuat dan Mencetak Analisis Pengurangan PBB-P2  

Setelah menginput data ke microsoft excel, praktikan membuat 

Analisis Pengurangan PBB-P2 di microsoft word. Adapun tahapan 

membuat Analisis Pengurangan PBB-P2 adalah sebagai berikut: 

1. Praktikan membuka dokumen format Analisis Pengurangan PBB-P2. 

2. Membuat mail merge dengan menghubungkan dokumen data wajib 

pajak yang telah dibuat di microsoft excel dengan dokumen analisis 

pengurangan PBB-P2 di microsoft word. 
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Dalam dokumen analisis pengurangan PBB-P2, tercantum data 

wajib pajak yang harus dilengkapi. Untuk memudahkan, maka 

praktikan menggunakan mail merge, dengan tahapan: 

a. Membuka dokumen data wajib pajak . 

b. Pada dokumen analisis pengurangan PBB P-2 yang telah dibuka 

sebelumnya, praktikan memilih Mailings. 

c. Lalu praktikan memllih Select Recipients dan Use Existing List. 

d. Praktikan memilih dokumen data wajib pajak sehingga data 

wajib pajak yang ada di dokumen microsoft excel otomatis akan 

terintegrasi ke dokumen analisis pengurangan PBB-P2. 

Tampilan tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat di Lampiran 9. 

Dan tampilan Lembar Analisis Pengurangan PBB-P2 Tahun 2018 

dapat dilihat pada Lampiran 10. 

Setelah menggunakan mail merge, bagian yang belum terisi 

pada analisis pengurangan PBB-P2 ini adalah bagian Usulan 

Besarnya Pengurangan dari Tim Pertimbangan Pengurangan PBB-

P2. Karena akan diisi oleh Kepala Subbagian PKB yaitu Bapak 

Robinson. 

3. Praktikan mencetak Analisis Pengurangan PBB-P2 dan 

menyatukannya dengan berkas wajib pajak yang diterima dari 

UPPRD. Lalu, praktikan melakukan pengecekan pada bagian 

persyaratan. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dilampirkan 

wajib pajak dalam melakukan pengajuan permohonan pengurangan 
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PBB-P2. Apabila wajib pajak telah melampirkan persyaratan, maka 

praktikan mencoret kata ”tidak”, begitu pula sebaliknya. 

 

c. Meminta persetujuan Tim Pertimbangan Pengurangan PBB-P2 dan 

Kepala SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten 

Kepulauan Seribu  

Berkas-berkas permohonan PBB-P2 yang sudah ada analisis 

pengurangan PBB-P2nya, praktikan masukkan ke dalam map-map untuk 

selanjutnya diberikan kepada tim. Tim ini terdiri dari anggota subbagian 

PKB, seluruh kepala subbagian dan kepala subbidang SBPRD Kota 

Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Kolom 

tanda tangan dalam analisis pengurangan PBB-P2 merupakan bentuk 

persetujuan dan pertanggungjawaban atas keputusan besaran 

pengurangan PBB-P2 yang diberikan kepada wajib pajak. 

Praktikan pada awalnya meminta tanda tangan dari sekretaris tim, 

yaitu Ibu Okky. Lalu praktikan menyerahkan analisis pengurangan dan 

berkas permohonan pengurangan PBB-P2 kepada kepala subbidang PKB 

SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan 

Seribu, yaitu Bapak Robinson. Sebelum membubuhkan tanda tangan, 

Bapak Robinson mengecek kembali data wajib pajak, persyaratan, dan 

hal-hal lainnya yang tercantum dalam lembar analisis pengurangan PBB-

P2. Apabila ada kesalahan, maka Bapak Robinson akan membetulkan 

dengan memberikan catatan. Berdasarkan analisis pengurangan PBB-P2, 
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Bapak Robinson memberikan usulan besarnya pengurangan yang ada 

dalam lembar analisis pengurangan PBB-P2. 

Setelah itu, praktikan memberikan berkas-berkas permohonan 

pengurangan secara bergilir kepada tim yang lain untuk mendapatkan 

persetujuan. Jika seluruh kolom tanda tangan tim sudah terisi, praktikan 

meminta persetujuan dari Kepala SBPRD Kota Administrasi Jakarta 

Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu Bapak Carto.  

Setelah seluruh analisis dan berkas di tanda tangani oleh Bapak 

Carto, Anggota Subbagian Tata Usaha yaitu Ibu Tini memberikan 

penomoran dan tanggal yang selanjutnya akan digunakan untuk 

keperluan mencetak Surat Keputusan (SK). 

 

d. Menginput besaran permohonan yang diberikan kepada wajib pajak 

ke aplikasi pajak online Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi 

dan Bangunan (SIMPBB) 

Setelah diberikan penomoran, seluruh berkas diberikan kembali ke 

praktikan. Praktikan menginput data wajib pajak ke aplikasi pajak online 

SIMPBB, Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut: 

1. Praktikan membuka aplikasi Internet Explorer pada komputer yang 

sudah tersambung intranet, sehingga saat praktikan membukanya, 

otomatis muncul tampilan aplikasi pajak online SIMPBB. 

2. Praktikan login dengan menggunakan NIP dan Password yang 

diberikan salah satu pegawai SBPRD Kota Administrasi Jakarta 

Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. 
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3. Praktikan memilih menu Pelayanan → Pengurangan → Laporan 

Hasil Penelitian. 

4. Praktikan menginput Nomor Pelayanan dari UPPRD yang terdapat 

dalam berkas permohonan pengurangan PBB-P2. 

5. Setelah itu praktikan menekan Enter dan mengisi kolom 

pengurangan yang ada dibaris kedua tampilan Parameter. Kolom ini 

diisi sesuai dengan persentase pengurangan PBB-P2 yang telah 

tercantum dalam analisis pengurangan PBB-P2. 

6. Karena wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan dan 

menyerahkan berkasnya ke UPPRD, maka sebenarnya pihak UPPRD 

sudah menginput data wajib pajak sebelum berkas tersebut diberikan 

ke SBPRD. Sehingga, setelah menginput besarnya pengurangan 

yang diberikan, praktikan hanya perlu menekan Enter sampai pada 

bagian Petugas. 

7. Pada bagian Petugas, praktikan menginput NIP Kasubbid dan 

anggota Subbid PKB, dan NIP Kepala SBPRD. 

8. Pada bagian Cetak SK, praktikan menginput nomor Surat Keputusan 

(SK) dan tanggal yang tercantum pada lembar analisis pengurangan 

PBB-P2. 

9. Tahap terakhir, praktikan memilih Simpan. 

Tampilan proses menginput besaran permohonan dapat dilihat di 

Lampiran 11. 
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e. Mencetak Surat Keputusan Pengurangan PBB-P2 pada aplikasi 

pajak online SIMPBB 

Apabila seluruh besaran pengurangan PBB-P2 sudah diinput, maka 

praktikan mencetak SK dengan tahapan: 

1. Praktikan membuka dan login pada aplikasi pajak online SIMPBB. 

2. Praktikan mengklik Pelayanan → Cetak File Keluaran. 

3. Terdapat beberapa pilhan pada tampilan Cetak File Keluaran, 

praktikan memilih SK Pengurangan Pokok. 

4. Praktikan menginput Nomor Pelayanan, lalu menekan Enter. 

5. Setelah muncul dokumen Surat Keputusan Pengurangan PBB-P2, 

praktikan mengecek terlebih dahulu persentase dan jumlah pajak 

terutang sudah sesuai atau belum. Jika belum, praktikan kembali 

membuka menu Pengurangan → Laporan Hasil Penelitian untuk 

memperbaiki kesalahan tersebut. Jika SK sudah benar dan sesuai 

dengan analisis pengurangan PBB-P2, praktikan menyimpan 

dokumen SK tersebut. 

Proses mencetak/menyimpan SK pada aplikasi ajak online 

SIMPBB dapat dilihat pada Lampiran 12. 

6. Setelah menyimpannya, praktikan mencetak SK sebanyak rangkap 4, 

dengan rincian: 

a. Lembar pertama (asli) untuk Wajib Pajak yang akan diberikan 

melalui UPPRD. 

b. Lembar kedua untuk arsip UPPRD. 
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c. Lembar ketiga untuk arsip Tara Usaha SBPRD. 

d. Lembar keempat nntuk arsip Subbagian PKB. Lembar ini akan 

disatukan dengan analisis dan berkas permohonan pengurangan 

PBB-P2. 

7. Setelah SK dicetak, praktikan menyerahkan SK beserta 

berkasnya kepada Bapak Robinson untuk dicek kembali. 

8. Apabila sudah selesai, praktikan menyerahkan SK dan 

berkasnya tersebut ke Bapak Carto untuk di tanda tangani. 

9. Setelah seluruh SK ditanda tangani, anggota Subbag Tata Usaha 

membubuhkan cap pada tanda tangan Bapak Carto dan 

memisahkan lembar SK untuk arsip Tata Usaha. Untuk 

mempercepat proses dan memudahkan pegawai, terkadang 

praktikan yang melakukan tahap ini. 

 

f. Mengarsipkan Surat Keputusan dan Berkas Permohonan 

Pengurangan PBB-P2. 

Hal yang selanjutnya dilakukan praktikan adalah memisahkan 

lembar SK sesuai dengan peruntukkannya. Setelah diambil untuk arsip 

Tata Usaha, maka SK tersisa 3 rangkap. Praktikan dibantu dengan Ibu 

Okky memisahkan lembar asli untuk wajib pajak dan satu lembar SK 

salinan untuk UPPRD. Setelah itu, SK-SK tersebut dimasukkan kedalam 

map. Lalu Ibu Okky akan menghubungi pihak UPPRD untuk 

memberitahukan bahwa SK Pengurangan PBB-P2 sudah siap diambil. 
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Sementara, untuk satu lembar salinan yang masih tersisa, praktikan 

menyatukannya kembali dengan berkas permohonan pengurangan dari 

wajib pajak. Menjelang tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2, 

praktikan mengurutkan seluruh SK berdasrkan nomornya dan 

memasukkannya ke dalam kardus-kardus. Masing-masing kardus 

ditempelkan daftar nomor SK dan nama Wajib Pajak yang berkasnya ada 

di kardus tersebut sebagaimana ditampilkan pada Lampiran 16. 

Proses penyelesaian berkas permohonan pengurangan PBB-P2 

Wajib Pajak Orang Pribadi ini membutuhkan waktu sekitar satu bulan. 

Tahap menentukan besaran pengurangan PBB-P2 oleh tim pertimbangan 

merupakan tahap yang membutuhkan waktu paling lama, karena tim 

harus mempertimbangkan dengan baik terkait dengan besaran 

pengurangan PBB-P2 yang akan diberikan kepada Wajib Pajak Orang 

Pribadi. 

 

2. Memproses permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-

P2) Wajib Pajak Daerah Badan dari 3 kecamatan di Jakarta Utara 

Selain Orang Pribadi, permohonan pengurangan PBB-P2 dapat diajukan 

oleh Badan. Menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 211 

Tahun 2012 pasal 2 angka 2 huruf b, pengurangan PBB-P2 dapat diberikan 

kepada Wajib Pajak Daerah Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan 

likuiditas pada tahun pajak sebelumnya, sehingga tidak dapat memenuhi 

kewajiban rutin. Dengan adanya peraturan tersebut, maka tahapan 



35 

 

 
 

penyelesaian permohonan pengurangan PBB-P2 untuk Wajib Pajak Daerah 

Badan berbeda dengan tahapan penyelesaian permohonan pengurangan PBB-

P2 Wajib Pajak Orang Pribadi.  

Pada penyelesaian permohonan pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak Orang 

Pribadi, Laporan Hasil Penelitian Formal dan Material dibuat oleh UPPRD. 

Sedangkan untuk Badan, Laporan Hasil Penelitian Formal dibuat oleh 

SBPRD. Bagan berikut menggambarkan tahapan yang praktikan lakukan 

dalam menindaklanjuti permohonan pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak 

Badan: 

 

Gambar III.2: Tahapan Dalam Memproses Permohonan Pengurangan 

PBB-P2 Wajib Pajak Badan 
Sumber: data diolah oleh praktikan 

Rincian dari tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Membuat Laporan Hasil Penelitian Formal Pengurangan PBB-P2 

Wajib Pajak Daerah Badan 

Ketika berkas permohonan pengurangan PBB-P2 telah diterima 

SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan 

Seribu, praktikan diminta untuk membuat Laporan Hasil Penelitian 

Formal. Laporan Hasil Penelitian Formal merupakan laporan yang 

digunakan untuk mengecek berbagai persyaratan permohonan 

pengurangan PBB-P2 yang harus dipenuhi. Laporan Hasil Penelitian 

Formal ini menjadi penentu apakah permohonan pengurangan PBB-P2 
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ini dapat diproses ke tahap selanjutnya atau tidak. Seluruh persyaratan 

yang tercantum dalam Laporan Hasil Penelitian Formal harus terlampir 

pada berkas permohonan pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak Daerah 

Badan. Jika terdapat persyaratan yang tidak dilampirkan atau tidak 

dipenuhi, maka permohonan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut.  

Praktikan diberikan format dokumen Laporan Hasil Penelitian 

Formal sebagai contoh dan praktikan juga diajarkan bagaimana cara 

mengisi laporan tersebut oleh Bapak Effendi. Praktikan menyesuaikan isi 

Laporan Hasil Penelitian Formal tersebut dengan data-data yang ada 

didalam berkas permohonan pengurangan.  

Tampilan Laporan Penelitian Formal dapat dilihat di Lampiran 13. 

Adapun penjelasan pada setiap bagiannya, yaitu: 

1. Pendahuluan. Bagian ini berisi tanggal diajukannya permohonan, 

nama badan yang mengajukan permohonan, jumlah pajak terutang 

2018, persentase permohonan, dan alasan diajukannya permohonan. 

Untuk mengisi bagian ini, praktikan melihat data-data dari surat 

permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah Badan. Untuk 

jumlah pajak terutang, selain melihat dari surat permohonan, 

praktikan juga melakukan pengecekan kembali pada SPPT PBB-P2 

tahun 2018 agar tidak ada kekeliruan. dalam membuat laporan ini. 

2. Data Wajib Pajak, terdiri dari Nama Wajib Pajak, Alamat Wajib 

Pajak, Nomor Objek Pajak, tahun pajak SPPT PBB-P2 (2018), 

Jumlah Pajak Terutang, dan Terbilang Jumlah Pajak Terutang. 
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3. Besarnya permohonan Wajib Pajak 

4. Persyaratan Formal. Praktikan mengecek berkas yang diajukan, 

apakah sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam 

pasal 6 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 211 tahun 

2012 atau belum. Adapun persyaratan formal tersebut, yaitu: 

1) Surat permohonan yang diajukan secara tertulis. Surat tersebut 

memuat nama dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan yang 

tercantum dalam SPPT/SKPD, NOP, Alamat Objek Pajak dan 

Tahun PBB yang dimohonkan, serta ditujukan kepada pejabat 

sesuai kewenangan. 

2) Satu surat permohonan untuk satu SPPT PBB-P2. 

3) Surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia. 

4) Pada surat permohonan, dicantumkan persentase permohonan 

pengurangan. 

5) Pada surat permohonan, dicantumkan alasan pengajuan 

permohonan dengan jelas. 

6) Fotokopi SPPT PBB-P2 yang dimohonkan. 

7) Surat permohonan ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya. 

8) Surat Kuasa harus disertai dengan materai. 

9) Pengajuan Permohonan tidak melewati jangka waktu tiga bulan 

sejak diterimanya SPPT PBB-P2. 
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10) Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 atas objek yang 

dimohonkan. 

11) Surat pernyataan tidak mengajukan keberatan dan banding atas 

SPPT PBB-P2. 

5. Hasil Penelitian. Untuk mengisi bagian ini, pertama, praktikan 

menghitung jumlah bulan dan hari sejak Wajib Pajak Daerah Badan 

menerima SPPT PBB-P2 2018 sampai dengan Wajib Pajak Daerah 

Badan mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2. Apabila 

kurang dari tiga bulan, maka persyaratan jangka waktu pengajuan 

pengurangan terpenuhi. Kedua, praktikan menandai apakah 

permohonan pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak Daerah Badan, telah 

memenuhi persyaratan atau belum. 

6. Kesimpulan. Praktikan menyimpulkan bahwa permohonan 

pengurangan PBB-P2 memenuhi/tidak memenuhi persyaratan 

formal. Jika memenuhi, maka permohonan wajib pajak dapat 

diproses lebih lanjut, begitu pun sebaliknya. 

Setelah selesai membuat Laporan Hasil Penelitian Formal, Bapak 

Effendi selaku anggota Subbidang PKB merevisi hasil pekerjaan 

praktikan. Apabila ada hal yang harus praktikan perbaiki, maka praktikan 

akan memperbaiki lalu mencetak Laporan Penelitian Formal tersebut. 
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b. Membuat Laporan Hasil Penelitian Materil Pengurangan PBB-P2 

Wajib Pajak Daerah Badan 

Tahap selanjutnya setelah membuat Laporan Hasil Peneliian Formal 

adalah membuat Laporan Hasil Penelitian Materil. Laporan Hasil 

Penelitian Materil merupakan laporan yang dibuat untuk mengetahui 

apakah badan yang mengajukan permohonan pengurangan memenuhi 

persyaratan untuk mendapat pengurangan atau tidak. Hal tersebut 

mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 211 

Tahun 2012 pasal 2 angka 2 huruf b dimana pengurangan PBB-P2 dapat 

diberikan kepada Wajib Pajak Daerah Badan yang mengalami kerugian 

dan kesulitan likuiditas.  

Laporan Hasil Penelitian Materil ini juga menjadi salah satu dasar 

untuk menentukan besaran persentase pengurangan PBB-P2 yang akan 

diberikan kepada Wajib Pajak Daerah Badan. Sama seperti Laporan 

Hasil Penelitian Formal, praktikan juga diberikan dokumen yang berisi 

format Laporan Hasil Penelitian Materil dan diberikan penjelasan 

mengenai cara mengisi laporan tersebut oleh Bapak Effendi. 

Terdapat beberapa bagian yang terdapat dalam Laporan Hasil 

Penelitian Materil yang harus praktikan isi dan sesuaikan dengan berkas 

permohonan pengurangan PBB-P2 yang telah diberikan oleh Wajib Pajak 

Daerah Badan. Tampilan Laporan Hasil Penelitian Materil dapat dilihat 

di Lampiran 14. Penjelasan setiap bagiannya, diantaranya:  
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1. Data Wajib Pajak 

Bagian ini praktikan isi dengan menyalin data Wajib Pajak yang 

telah praktikan buat sebelumnya di Laporan Hasil Penelitian Formal. 

Praktikan hanya menambahkan nomor dan tanggal surat permohonan 

PBB-P2 yang  dilampirkan oleh Wajib Pajak Daerah Badan. 

2. Besarnya permohonan pengurangan 

Praktikan mengisi besarnya permohonan pengurangan yang 

diajukan sesuai dengan surat permohonan. 

3. Dokumen yang diperoleh 

Pada bagian ini, praktikan menyesuaikan berkas yang 

dilampirkan oleh Wajib Pajak Daerah Badan dengan persyaratan 

yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Peraturan 

Gubernur No. 211 Tahun 2012. Adapun persyaratan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Fotokopi KTP Pengurus. 

b. Fotokopi Putusan Pailit (untuk perusahaan yang pailit). 

c. Fotokopi laporan keuangan minimal 3 (tiga) tahun terakhir. 

d. Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak sebelumnya 

(minimal 3 tahun terakhir). 

e. Fotokopi SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya. 

f. Bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya. 

g. Fotokopi dokumen pendukung lain (jika ada): 

1. Laporan audit akuntan publik. 
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2. Putusan pengadilan yang berkaitan dengan kondisi 

perusahaan. 

3. SK pengurangan PBB-P2 tahun sebelumnya, dll. 

Jika terdapat dokumen persyaratan yang belum dilampirkan oleh 

Wajib Pajak Daerah Badan, maka pegawai SBPRD akan 

menghubungi pihak Wajib Pajak Daerah Badan untuk segera 

melengkapinya agar berkas permohonan tersebut dapat diproses 

lebih lanjut. 

4. Hasil Penelitian dan Analisis 

Bagian ini terdiri dari Formal dan Materil. Untuk bagian formal, 

praktikan mengisi beberapa hal, seperti nomor dan tanggal surat 

permohonan, tanggal berkas permohonan pengurangan diterima oleh 

SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan 

Seribu, alasan diajukan permohonan. Selain itu, praktikan juga 

melakukan pengecekan apakah dalam berkas permohonan 

pengurangan terdapat SPPT PBB-P2 atau tidak, apakah pada surat 

permohonan sudah di tanda tangani oleh Direktur Perusahaan atau 

belum. Dan sesuai dengan peraturan, Wajib Pajak Daerah Badan 

yang mengajukan pengurangan harus menyatakan bahwa tidak 

mengajukan keberatan atau banding. 

Adapun bagian-bagian Materil yang harus praktikan isi, 

diantaranya: 
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a. Kondisi Wajib Pajak 

Dalam bagian ini, praktikan melihat laporan keuangan 

badan yang telah dilampirkan untuk mengisi jumlah laba (rugi) 

badan selama tiga tahun terakhir (2015, 2016, dan 2017). Untuk 

mengisi jumlah pengurangan PBB-P2 yang pernah diberikan 

kepada Wajib Pajak di tahun sebelumnya, praktikan mengecek 

diberkas permohonan pengurangan PBB-P2. Apabila ada 

lampiran Surat Keputusan tahun sebelumnya, maka praktikan 

memasukkan jumlah tersebut. Tetapi jika tidak ada, berarti 

Wajib Pajak Daerah Badan belum pernah mendapatkan 

pengurangan PBB-P2.  

b. Kondisi Objek Pajak  

Praktikan membuka dokumen microsoft excel Kertas Kerja 

Perhitungan Persentase Pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak 

Daerah Badan (Lampiran 16). Hal yang pertama yang harus 

praktikan isi di dokumen ini adalah Data Wajib Pajak yang 

terdiri dari Nama Wajib Pajak Daerah, Nomor Objek Pajak 

(NOP), dan PBB-P2 terutang selama tiga tahun terahir. Terdapat 

pula tabel rincian Ketetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

Bumi dan Bangunan, Jumlah PBB-P2 terutang, serta persentase 

kenaikan NJOP Bumi dan Bangunan dan kenaikan PBB-P2 

terutang.  
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Setelah angka kenaikan diperoleh, praktikan kembali 

membuka dokumen Laporan Hasil Penelitian Materil dan 

mengisi tabel ketetapan PBB-P2 tiga tahun terakhir, dan 

kenaikannya. Selanjutnya, praktikan mengisi tabel pengurangan 

PBB-P2 yang pernah didapatkan Wajib Pajak Daerah Badan. 

c. Analisis Keuangan 

Menurut Subramanyam, K.R. (2017:14), analisis keuangan 

(financial analysis) adalah penggunaan laporan keuangan untuk 

menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan, dan untuk 

menilai kinerja keuangan di masa depan.  

   Salah satu alat untuk menganalisis keuangan adalah analisis 

rasio. Terdapat jenis-jenis rasio keuangan, dua diantaranya 

adalah rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas 

merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera 

jatuh tempo, sementara rasio solvabilitas merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

seluruh kewajibannya (Hery, 2016: 23).  

 Untuk mengisi analisis keuangan pada laporan materil ini, 

praktikan melihat data dari laporan keuangan Wajib Pajak 

Daerah Badan tahun 2016 dan 2017. Praktikan memasukkan 

jumlah kas dan setara kas dan komponen dalam Laporan Laba 

Rugi perusahaan tahun 2017.  
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Selanjutnya praktikan menghitung dan menganalisis Rasio 

Likuiditas (Cash Ratio, Acid Test Ratio dan Current Raiio) dan 

Rasio Solvabilitas (Rasio utang terhadap modal dan Rasio utang 

terhadap aset) perusahaan tahun 2016 dan 2017.  

Untuk menghitung rasio-rasio tersebut, praktikan 

menggunakan microsoft excel (Lampiran 15) untuk 

mempermudah dan mempercepat pekerjaan praktikan. Lalu 

praktikan memindahkan datanya ke dokumen Laporan Hasil 

Penelitian Materil.  

 Selain terdapat perhitungan rasio, dokumen microsoft 

ecxcel tersebut memuat perbandingan jumlah penghasilan kotor 

Wajib Pajak Daerah Badan dan jumlah laba (rugi) tahun 2016 

dan 2017. Data perbandingan tersebut juga praktikan salin ke 

dokumen Laporan Hasil Penelitian Materil. 

d. Kesimpulan dan Usul 

 Pada bagian kesimpulan, praktikan mencantumkan 

beberapa hasil analisis seperti persentase rasio likuiditas dan 

solvabilitas, laba (rugi) Wajib Pajak Daerah Badan, 

perbandingan penghasilan kotor tahun 2016 dan 2017, 

pernyataan bahwa Wajib Pajak Daerah Badan tidak memiiki 

tunggakan PBB-P2, persentase kenaikan jumlah PBB-P2 

terutang. Menurut pasal 2 angka 2 huruf b Peraturan Gubernur 

Provinsi DKI Jakarta tentang Pemberian Pengurangan PBB-P2 
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tanggal 28 Desemebr 2012, disebutkan bahwa pengurangan 

PBB-P2 dapat diberikan kepada wajib pajak yang mengalami 

kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya 

sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, maka pada 

bagian kesimpulan ini praktikan mencantumkan hasil mengenai 

keadaan wajib pajak badan berdasarkan analisis yang telah 

dibuat.  

Sementara pada bagian usul, jika keadaan perusahaan 

mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas, maka praktikan 

menyatakan bahwa Wajib Pajak Daerah Badan memenuhi 

persyaratan untuk mendapatkan pengurangan PBB-P2. 

 

c. Membuat Kertas Kerja Perhitungan Persentase Pengurangan PBB-

P2  

Untuk menentukan besarnya persentase pengurangan yang diberikan, 

praktikan harus mengisi kertas kerja sebagaimana terlampir pada 

Lampiran 16. Praktikan mengisi persentase pengurangan dari masing-

masing faktor pengurang. Faktor pengurang tersebut berkaitan dengan 

keadaan perusahaan yang telah diteliti pada Laporan Hasil Penelitian 

Materil perusahaan. 

Pada bagian akhir dari kertas kerja, terdapat keterangan PBB-P2 

terutang, persentase pengurangan, dan PBB-P2 terutang setelah 

pengurangan. Seperti Laporan Hasil Penelitian Materil, Kertas Kerja ini 

juga di tanda tangani oleh anggota Subbidang Penyelesaian, Keberatan, 
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dan Banding, seluruh Kasubbid dan Kasubbag, serta Kepala SBPRD 

Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. 

Setelah Laporan Hasil Penelitian Formal, Materil, dan Kertas Kerja 

selesai praktikan buat, maka praktikan menyerahkan softcopy dokumen-

dokumen tersebut kepada Bapak Effendi, sementara hardcopy diserahkan 

kepada Bapak Robinson untuk diperiksa kembali. Apabila terdapat 

kekeliruan, maka praktikan merevisi dokumen-dokumen tersebut.  

Setelah proses revisi selesai, praktikan menyerahkan berkas 

permohonan pengurangan Wajib Pajak Daerah Badan, Laporan Hasil 

Penelitian Formal, Laporan Hasil Penelitian Materia, dan Kertas Kerja 

kepada Bapak Effendi. Setelah itu, Bapak Effendi akan membuat Surat 

Keputusan Pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak Daerah Badan. 

 

3. Mengarsipkan Surat-surat SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara 

Selain pada Subbidang PKB, praktikan juga ditempatkan di Subbagian 

Tata Usaha. Praktikan mengarsipkan seluruh jenis surat yang belum 

diarsipkan dari Bulan Mei 2018. Pengarsipan ini bertujuan untuk merapikan 

surat-surat yang merupakan bagian dari perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan SBPRD. Pengarsipan yang rapi akan memudahkan pegawai SBPRD 

jika sewaktu-waktu membutuhkan informasi yang ada dalam surat-surat 

tersebut. Adapun jenis-jenis surat tersebut diantaranya Surat Tugas Umum, 

Surat Tugas Masuk, Surat Masuk, Surat Keluar, Surat Keputusan (SK) 
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Keluar, SK Masuk, SK PBB-P2, Notulensi Rapat, dan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD).  

Dikarenakan surat yang belum diarsipkan belum sesuai dengan jenisnya, 

maka praktikan mengelompokkan jenis suratnya terlebih dahulu. Setelah itu, 

praktikan mengurutkan nomor surat dari terbesar ke yang terkecil (yang 

teratas nomor suratnya paling besar). Lalu, praktikan memasukkan surat-surat 

tersebut ke dalam map-map yang telah disediakan. Tampilan surat-surat 

SBPRD dapat dilihat pada Lampiran 18. 

 

C. Kendala yang Dihadapi  

Dalam melaksanakan PKL di SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan 

Kabupaten Kepulauan Seribu, praktikan mengalami beberapa kendala, yaitu: 

1. Adanya kesalahan penginputan data wajib pajak pada aplikasi pajak online 

SIMPBB yang dilakukan oleh pihak UPPRD, sehingga ketika praktikan ingin 

menginput besaran pengurangan PBB-P2, terjadi error pada aplikasi pajak 

online SIMPBB.  

2. Adanya persyaratan yang dilampirkan oleh Wajib Pajak Daerah Badan yang 

kurang lengkap, sehingga ketika praktikan mengerjakan laporan penelitian 

terdapat beberapa bagian yang tidak dapat praktikan analisis. 

3. Praktikan mengalami kesulitan untuk menganalisis laporan keuangan 

beberapa perusahaan yang belum diaudit karena penyajiannya tidak sesuai 

dengan ketentuan.  
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D. Cara Mengatasi Kendala 

Setiap kendala yang praktikan alami harus dapat diatasi agar pekerjaan 

praktikan dapat kembali berjalan lancar. Adapun cara mengatasi kendala-kendala 

tersebut, yaitu: 

1. Mengkomunikasikan bahwa praktikan tidak bisa menginput besaran 

pengurangan pada SIMPBB kepada pegawai SBPRD Kota Administrasi 

Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Lalu, pegawai tersebut 

menghubungi pihak UPPRD bersangkutan karena sebelumnya nomor 

pelayanan dan data wajib pajak telah diinput oleh UPPRD. Maka perwakilan 

UPPRD akan datang untuk melakukan pengecekan dan pembetulan agar 

praktikan dapat menginput besaran persentase pengurangan.  

2. Jika ada persyaratan Wajib Pajak Daerah Badan yang belum lengkap, 

praktikan mengkomunikasikannya kepada pegawai dan pegawai tersebut 

menghubungi pihak dari Wajib Pajak Daerah Badan bersangkutan untuk 

melengkapi persyaratannya. 

3. Saat praktikan mengalami kesulitan dalam menganalisis laporan keuangan 

yang belum diaudit, praktikan bertanya kepada pegawai dengan tujuan agar 

praktikan dapat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan serta menghindari 

terjadinya kesalahan. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

PKL merupakan program sekaligus upaya yang dilakukan universitas dalam 

rangka mempersiapkan lulusan yang unggul dan siap bersaing dalam dunia kerja. 

PKL juga merupakan bentuk implementasi dari teori-teori yang telah dipelajari di 

bangku perkuliahan. PKL memberikan banyak pengalaman dan ilmu yang belum 

pernah mahasiswa dapatkan sebelumnya. Ketika melaksanakan PKL, mahasiswa 

akan terjun langsung dalam melakukan berbagai pekerjaan yang menuntut 

profesionalitas dan kedisiplinan. 

Selama melaksanakan PKL di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota 

Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu selama 42 hari, 

praktikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktikan dapat mengetahui dan melaksanakan secara langsung tugas dari 

Subbidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan, dan Banding (PKB) 

berkaitan dengan proses penyelesaian permohonan pengurangan PBB-P2 baik 

Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan dan tugas dari Subbagian Tata 

Usaha berkaitan dengan pengelolaan kearsipan Suku Badan. 

2. Praktikan mendapatkan ilmu mengenai persyaratan dan tata cara memproses 

permohonan pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak Daerah Orang Pribadi dan 

Badan. 
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3. Praktikan dapat mengetahui jenis-jenis surat yang ada pada SBPRD Kota 

Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. 

4. Praktikan dapat mengetahui bagaimana SBPRD Kota Administrasi Jakarta 

Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu bekerja sama dengan UPPRD dalam 

mengurusi pajak daerah, khususnya dalam memporeses permohonan 

pengurangan PBB-P2. 

5. Praktikan mendapatkan pembelajaran bahwa untuk menghadapi tuntutan 

dunia kerja, praktikan harus memiliki kemampuan beradaptasi dan 

berkomunikasi, kemampuan bekerja tim dan bekerja di bawah tekanan, serta 

senantiasa bertanggung jawab atas segala pekerjaan yang dikerjakan. 

 

B. Saran 

Dalam pelaksanaan PKL, praktikan menyadari bahwa masih terdapat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan saran-saran yang membangun agar 

pelaksanaan PKL dapat lebih baik lagi di masa mendatang. Adapun saran-saran 

yang diberikan oleh praktikan, diantaranya: 

1. Bagi Mahasiswa  

a. Sebelum melaksanakan PKL, mahasiswa harus mencari informasi umum 

mengenai instansi atau perusahaan tempat melaksanakan PKL.  

b. Mahasiswa harus menjadi individu yang disiplin, profesional, dan 

memiliki etos kerja yang tinggi dalam melakukan suatu pekerjaan. Selain 

itu, mahasiswa harus mempunyai kemampuan membaca situasi dan 

mengambil keputusan.  
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c. Mahasiswa harus menyelesaikan segala pekerjaan yang diberikan dengan 

teliti dan penuh tanggung jawab. 

d. Mahasiswa harus aktif bertanya kepada pembimbing PKL di perusahaan 

jika ada hal yang belum dipahami berkaitan dengan pekerjaan yang 

diberikan. 

e. Mahasiswa harus bisa beradaptasi dan berkomunikasi dengan baik 

dengan seluruh pegawai tempat pelaksanaan PKL. 

 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Sebelum pelaksanaan PKL, sebaiknya diadakan kegiatan pengarahan 

agar mahasiswa mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai 

waktu dan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum PKL. 

b. Melakukan kerja sama dengan instansi maupun perusahaan agar 

memudahkan mahasiswa dalam mencari perusahaan untuk melaksanakan 

PKL. 

 

3. Bagi Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (SBPRD) Kota 

Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu 

a. Tambahkan jumlah fasilitas komputer agar pekerjaan dapat diselesaikan 

lebih cepat. Selain itu, agar disaat terdapat mahasiswa yang 

melaksanakan PKL, mahasiswa tersebut dapat lebih mudah mengakses 

dan memperoleh informasi dari aplikasi pajak online yang berhubungan 

dengan pajak daerah. 
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b. Tentukan salah satu pegawai pada masing-masing subbidang dan 

subbagian sebagai pembimbing mahasiswa PKL agar proses belajar dan 

bekerja mahasiswa dapat lebih efektif dan efisien. 

c. Pada Laporan Hasil Penelitian Material, terdapat perhitungan-

perhitungan, khususnya yang berkaitan dengan keuangan Badan. Maka 

dari itu, akan lebih efektif dan efisien jika Laporan Hasil Penelitian 

Material dibuat di microsoft excel agar yang bertugas untuk membuat 

laporan tersebut tidak harus memindahkan perhitungan dari microsoft 

excel ke microsoft word.  

d. Berkas maupun surat sebaiknya diarsipkan dengan baik secara berkala 

agar tidak menumpuk dan agar memudahkan pegawai yang 

membutuhkannya di kemudian hari. 

e. Diharapkan dapat terus menjalin kerja sama dengan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi S1 Akuntansi 

dalam mendukung program PKL. 
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Lampiran 1: Surat Permohonan Izin PKL 
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Lampiran 2: Surat Pemberitahuan Izin Magang Mahasiswa dari BPRD 
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Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKL 
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Lampiran 4: Daftar Hadir PKL 

 

 



59 

 

 
 

Lampiran 4: Daftar Hadir PKL (Lanjutan) 
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Lampiran 4: Daftar Hadir PKL (Lanjutan) 
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Lampiran 5: Log Harian PKL 
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Lampiran 5: Log Harian PKL (Lanjutan) 
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Lampiran 5: Log Harian PKL (Lanjutan) 
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Lampiran 6: Penilaian PKL 
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Lampiran 7: Struktur Organisasi BPRD (Pergub No. 262 Tahun 2016) 
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Lampiran 8: Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mengajukan 

Permohonan Pengurangan PBB-P2 
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Lampiran 9: Proses Pembuatan Mail Merge untuk Analisis Pengurangan   

PBB-P2 
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Lampiran 9: Proses Pembuatan Mail Merge untuk Analisis Pengurangan   

PBB-P2 (Lanjutan) 
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Lampiran 10:  Lembar Analisis Pengurangan PBB-P2 
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Lampiran 11: Proses Input Besaran Pengurangan PBB-P2 pada Aplikasi . . 

Pajak Online SIMPBB 
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Lampiran 12: Proses Mencetak Surat Keputusan (SK) Pengurangan PBB-P2  

pada Aplikasi Pajak Online SIMPBB 
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Lampiran 12: Proses Mencetak Surat Keputusan (SK) Pengurangan PBB-P2  

pada aplikasi pajak online SIMPBB (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 12: Proses Mencetak Surat Keputusan (SK) Pengurangan PBB-P2  

pada aplikasi pajak online SIMPBB (Lanjutan) 
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Lampiran 13: Laporan Penelitian Formal  
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Lampiran 13: Laporan Penelitian Formal (Lanjutan) 
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Lampiran 14: Laporan Penelitian Materil  
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Lampiran 14: Laporan Penelitian Materil (Lanjutan) 
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Lampiran 14: Laporan Penelitian Materil (Lanjutan) 
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Lampiran 14: Laporan Penelitian Materil (Lanjutan) 
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Lampiran 14: Laporan Penelitian Materil (Lanjutan) 
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Lampiran 14: Laporan Penelitian Materil (Lanjutan) 
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Lampiran 14: Laporan Penelitian Material (Lanjutan) 
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Lampiran 14: Laporan Penelitian Material (Lnnjutan) 
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Lampiran 15: Perhitungan Rasio, Peredaran Usaha, dan Laba (Rugi) 
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Lampiran 16: Kertas Kerja Perhitungan Persentase Pengurangan PBB-P2   

Badan 
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Lampiran 16: Kertas Kerja Perhitungan Persentase Pengurangan PBB-P2  

Badan 
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Lampiran 17: Arsip SK dan Berkas Permohonan PBB-P2 Orang Pribadi 
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Lampiran 18: Surat-surat SBPRD 
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Lampiran 19: Kartu Konsultasi Bimbingan PKL 

 

 

 

 

 

 

 


